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PENETAPAN

Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Skh

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON,  NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx

Juli xxxx (umur xx Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  umur  xx  Tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN

SUKOHARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon  dalam surat permohonannya tanggal  04 September

2024  yang  didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor

892/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal  04  September  2024,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  20  Juli  2010,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Propinsi

Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/76/VII/2010 tertanggal 20

Juli 2010).  Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon

berstatus Perawan. 

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami  istri  (ba'da  dukhul)  dan telah
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dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama : ANAK KE I (perempuan,

tanggal lahir xx Oktober xxxx) kelas x SD, yang sekarang ikut Pemohon. 

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  rumah  Pemohon  di

KABUPATEN SUKOHARJO selama 13 tahun. 

4. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  semula  berjalan

harmonis  dan  bahagia,  namun  kurang  lebih  sejak  bulan  Januari  tahun

2013, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:   

a. Termohon menjalin hubungan dan bermain cinta dengan seorang

laki-laki  lain,  Pemohon  mengetahui  perihal  tersebut  oleh  karena

Pemohon  sering  memergoki  Termohon  berduaan/  jalan  bersama

dengan laki-laki lain. Setiap kali ditanya pada awalnya Termohon tidak

mengakuinya,  namun  pada  akhirnya  Termohon  mengakui  adanya

hubungan tersebut. 

b. Termohon  sama  sekali  tidak  menghormati  Pemohon,  tidak

bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu

berani kepada Pemohon selaku suami Termohon. 

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon

seringkali  membentak  Pemohon  dengan  kata-kata  bernada  tinggi  yang

menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.

Setiap sehabis bertengkar,  antara Pemohon dan Termohon sering saling

mendiamkan antara satu dengan yang lain,  hingga berhari-hari  lamanya

dan hanya berbicara seperlunya saja. 

6. Bahwa orang tua Pemohon dan teman-teman Pemohon dan Termohon

telah  berupaya  menasehati  Termohon  dan  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi

usaha tersebut tidak berhasil. 

7. Bahwa  sebagai  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  lebih

kurang  pada  bulan  Juli  tahun  2023,  Termohon  pergi  meninggalkan
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Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat

sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 1

tahun 1 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon

dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan

cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

serta  telah  sesuai  dengan alasan perceraian  sebagaimana diatur  dalam

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam. 

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang

mempunyai  keinginan  untuk  mencerai  /  mentalak  Termohon  dan  rumah

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa

disatukan  kembali  selayaknya  keluarga  yang  sakinah  mawaddah

warohmah. 

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini. 

Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  ijin  kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di  depan sidang Pengadilan

Agama Sukoharjo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

hadir  sedang Termohon tidak hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati untuk
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damai dan  rukun  lagi   dengan  Termohon,  dan  Pemohon  menyatakan  ingin

mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah penasihatan majelis, Pemohon secara lisan

menyatakan  mencabut  perkaranya  dengna  alasan  telah  rukun  dengan

Termohon; 

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim

menilai beralasan dan mengabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  termasuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

892/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara ini

sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian  penetapan ini  dijatuhkan dalam  persidangan Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Sukoharjo  pada hari  Rabu  tanggal  18 September 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami

Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.  dan
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Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan  tersebut diucapkan pada hari

itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri

para  Hakim  Anggota  dan  Sulastri  Setyasih,  S.E.,  M.H.   sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Majelis Hakim,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota 

Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota 

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 280.000,00

4. Meterai : Rp        10.000,00  

J u m l a h : Rp 425.000,00

                                                        (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
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